
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NoMoR ,f*oruN 2o1s

TENTANG

REKOMENDASI ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DAERAH AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 23 ayat (3) dan ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2oor dilakukan
pembahasan atas [.a.poran Keterangan
Pertanggungiawaban Kepala Daerah Akhir Tahun
Anggaran 20L7, yang hasilnya dituangkan dalam
Keputusan Dewan perwakilan Rarryat Daerah sebagai
rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan
pemerintahan ke depan ;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu
menetapkan Keputusan Dewan perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang .

Mengingat : 1. undang-undang Nomor 13 Tahun lgso tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun Lggg
Penyelenggaraan Negara yang bersih
Korupsi,Kolusi dan Nepotisme;

tentang tentang
dan bebas dari

3. undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;



4.

5.

Undang-Undang Nomor
Perbendaharan Negara;

Undang-Undang Nomor
Pemeriksaan Pengelolaan
Negara;

L Tahun 2OA4 tentang

15 Tahun 2OO4 tentang
dan Tanggungiawab Keuangan

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun ZAO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan
Pemerintahan Daerah;

B. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OOg tentang pajak
Daerah;

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang - undangan;

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

1 1. undang-undang Nomor 23 Tahun 2oL4 sebagaimana terah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah;

12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OL4 tentang Jaminan
Sosial Nasional;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun lgTT tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan
Ketujuhbelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun
1977 tentang Peraturan Pegawai Negeri sipil;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan;

15. Peraturan Pemerintah
Pedoman Penyusunan
Minimal;

16. Peraturan Pemerintah
Pembinaan dan
Pemerinta.han Daerah;

Nomor 65 Tahun 2005 tentang
dan Penerapan Standar Pelayanan

Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pengawasan Penyelenggaraan



17. Peraturan Pemerintah Nomor g rahun 2ao6 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kineq'a Instansi pemerintah;

18. Peraturarl Pemerintah Nomor 3 Tahun 2oor tentang
La.poran Penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan perwakilan Ralqyat Daerah,
Dan Informasi la.poran penyelenggaraan pemerintahan
Daerah Kepada Masyarakat;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2OOT
Tata Cara Pemberian dan pemanfaatan
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

tentang
Insentif

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun
2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah;

21. Peraturan Pemerintah Nomor Tl rahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2orr rentang
Pinjaman Daerah;

23. Peraturan Pemerintah Nomor
Hibah Daerah;

2 Tahun 2OL2 tentang

24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2An tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5g
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

25. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2Ol2 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum;

26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;

27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2olr tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DpRD;

29. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2OOT tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan peraturan
Perundang - undangan;



30.

35.

36.

37.

38.

Memperhatikan:

Menetapkan
KESATU

31.

32.

33.

34.

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2Ol4 tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2OL+ tentang
Penyelenggaraa.n Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun
2OO7 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang;

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun
2OL6 tentang RPJMD tahun 2OL6-2A2;

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun
2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Rembang;

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun
2OL6 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2Ol7;

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang Tata Tertib dewan
Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Rembang
Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Rembang.

Hasil Rapat Paripurna Internal Penetapan Rekomendasi
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang
atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala
Daerah Akhir Tahun 2077 pada tanggal 2T Aprt1,2}lg.

MEMUTUSKAN

Memberikan Rekomendasi atas Laporan Keterangan
Pertanggungiawaban Kepala Daerah Akhir Tahun
Anggaran 2OtT untuk perbaikan penyelenggaraan
pemerintahan daerah ke depan sebagaimana tersebut
dalam Lampiran Keputusan ini untuk ditindaklanjuti.



KEDUA Keputusan Dewarr Penrrakilan Rakyat Daerah ini mutai
berlaku pada tangal ditetapkan.

Ditetapkan di Remhng
pada tauggel 28 April 201g

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG }iKErrJ& &k
/MAN[*r,r.*,
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KEDUA : Kepuhr*an Dewan Perwakilan Ra*yat Daerah ini mulai
berlaku pda tangal ditetapkan.

I
I

Bitetapkan di Rembarrg
pada tan&al 28 April ?OLg

DE!I/A}I PERWAIOLA}I RAKYAT DAERAH
KAtsUPATEN REMBANG -.,KETUA, &k
,/*MKAMTL.Mz
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